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Abstract
Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) consist of several business sectors, one of which is the
culinary business sector. One type of culinary business that is currently developing is the Food Court
business, Food Court is a place to eat with counters or stalls consisting of various food vendors and
provided a common area for self-serve dining. from the conclusion that the role of the local government
in developing the food court business has not been implemented properly and the positive impact of this
development is felt by the community, especially for business actors in Goedang kapas. The negative
impact is that the impact of Food Court type MSMEs especially in Goedang Kapas in economic development
in Jeneponto Regency does not have a significant influence between the increase in per capita income and
the development that occurs in Food Court type MSMEs especially in Goedang Kapas.
Keywords: Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), Food Court, Local Government Role,
Economic Development

Abstrak
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terdiri atas berbagai sektor usaha, salah satunya adalah
sektor usaha kuliner. Salah satu jenis usaha kuliner yang saat ini berkembang adalah usaha Food Court.
Food Court merupakan suatu kawasan tempat makan yang terdiri atas berbagai gerai atau kios penjual
makanan yang menyediakan area makan bersama bagi para pengunjung. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis peran pemerintah daerah dalam pengembangan usaha Food Court serta dampaknya
terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Jeneponto, khususnya pada Food Court Goedang Kapas.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pengembangan usaha Food Court
belum terlaksana secara optimal. Meskipun demikian, keberadaan Food Court memberikan dampak
positif yang dirasakan oleh masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang beroperasi di Goedang
Kapas. Di sisi lain, terdapat pula dampak negatif yang ditemukan, yaitu pengembangan UMKM jenis Food
Court, khususnya di Goedang Kapas, belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap
pembangunan ekonomi daerah. Hal ini terlihat dari belum adanya hubungan yang berarti antara
peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dengan perkembangan usaha UMKM jenis Food Court
yang terjadi di Kabupaten Jeneponto.

Kata kunci: MKM, Food Court, Peran Pemerintah Daerah, Pengembangan Usaha, Pembangunan
Ekonomi

PENDAHULUAN UMKM dengan mempertahankan produk

yang sudah ada di saat banyak produk impor

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) masuk ke pasar domestik. UMKM vyang
memainkan peran penting  dalam  tymbuh kuat di berbagai daerah harus
pembangunan ekonomi daerah, pemerintah  dikembangkan oleh pemerintah daerah
kota harus memperhatikan pertumbuhan dan karena merupakan salah satu  kunci

perkembangan industri. Pemerintah daerah peningkatan perekonomian daerah. Usaha
harus memberikan kontribusi nyata kepada
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Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terdiri
dari beberapa sektor usaha yang salah satunya
ialah sektor usaha kuliner. Usaha kuliner
ataupun disebut juga bisnis minuman dan
makanan termasuk wusaha vyang sangat
menjanjikan. Pertumbuhan wusaha kuliner
ataupun bisnis minuman dan makanan ini
tercatat sebagai usaha dengan tingkat
pertumbuhan yang tinggi, bukan hanya di
Indonesia bahkan di berbagai belahan dunia
dan selalu berkembang. Hal ini diberikan bukti
dengan semakin banyak kedai ataupun outlet
yang melakukan penawaran produk minuman
dan makanan dalam berbagai bentuk.

Usaha kuliner juga termasuk usaha yang
tidak mengenal krisis karena melakukan
penawaran produk yang menjadi kebutuhan
pokok manusia sebagai sumber tenaga
ataupun energi untuk bertahan hidup dan
menjalankan aktivitas sehari-hari. Restoran
termasuk usaha kuliner yang melakukan
penawaran beraneka macam variasi menu
mulai dari minuman dan makanan Salah satu
jenis restoran yang berkembang saat ini di
Kabupaten Jeneponto adalah usaha Food
Court, atau Pusat kuliner ini merupakan
tempat makan minum dengan banyak stand
makanan maupun minuman. Food Court
adalah suatu tempat makan dengan counter
atau kedai yang terdiri dari berbagai penjual
makanan serta disediakan suatu area umum
untuk self-serve dining.

Di Jeneponto UMKM Food Court sangat
diminati karena kurangnya tempat untuk
bersantai dan Food Court ini menjadi pilihan
masyarakat kabupaten Jeneponto untuk
menghabiskan waktu Bersama temanteman
maupun keluarga. Usaha Food Court yang ada
di Jeneponto sudah berkembang pesat total
ada 6, dan terletak diberbagai kecamatan
yang berbeda, yaitu Titik tengah, Jeneponto
point, Goedang kapas, Titik nol Jeneponto
berada di kecamatan Rumbia, Boyong transit
station berada di kecamatan Tamalatea, Dan
juga di Alun-Alun Kota Jeneponto vyaitu

2

JENEPONTO (Abdul Malik Habir)

Lapangan  passamatturukang  (PASTUR).
Dengan banyaknya usaha Food Court sejenis
yang ada di Kabupaten Jeneponto membuat
daya saing antar pelaku usaha semakin
sempit. Tentunya dengan hadirnya UMKM
Food Court ini dapat memberikan dampak
positif bagi roda perekonomian daerah. Tentu
pemerintah sebagai fasilitator harus hadir
dalam pengembangan UMKM

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berupa penelitian kualitatif
deskriptif.  Penelitian  kualitatif adalah
penelitian yang bermaksud untuk memahami
fenomena tentang apa yang dialami oleh
subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi,
motivasi, tindakan, dan lainnya, secara
holistik, dan dengan cara deskripsi dalam
bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu
konteks khusus yang alamiah dan dengan
memanfaatkan berbagai metode alamiah
(Moleong, 2015). Sedangkan menurut
Gunawan (2013), mengungkapkan bahwa
penelitian  kualitatif merupakan sebuah
metode penelitian yang digunakan dalam
mengungkapkan permasalahan dalam
kehidupan. Fokus penelitian ini yaitu
bagaimana strategi pemerintah daerah dalam
mengembangkan UMKM Food Court sehingga
pelaku UMKM bisa maju dan memberikan
dampak yang baik terhadap pembangunan
ekonomi daerah yaitu kabupaten Jeneponto,
Dan juga bagaimana dampak UMKM Food
Court ini terhadap pembangunan ekonomi
yang ada di kabupaten Jenponto apakah
memberikan pengaruh yang baik dengan
meningkatkan ekonomi daerah atau malah
sebaliknya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitan ini
terbagi 2, pertama Observasi adalah teknik
pengumpulan data yang dilakukaan melalui
sesuatu  pengamatan, dengan disertai
pencatatan-pencatatan terhadap keadaan
atau prilaku objek sasaran. Menurut Nana
Sudjana observasi adalah pengamatan dan
pencatatan yang sistematis terhadap gejala-
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gejala yang diteliti. Teknik observasi adalah
pengamatan dan pencatatan secara sistematis
fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam
arti yang luas, observasi sebenarnya tidak
hanya terbatas pada pengamatan yang
dilaksanakan baik secara langsung maupun
tidak langsung. Wawancara adalah teknik
pengumpulan data melalui proses tanya
jawab lisan yang berlansung satu arah, artinya

pertanyaan datang dari pihak yang
mewawancarai dan jawaban diberikan oleh
yang diwawancara. Menurut Hopkins,
wawancara adalah suatu cara untuk

mengetahui situasi tertentu di dalam kelas
dilihat dari sudut pandang yang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Gede Diva, dalam
pengembangan UMKM peranan pemerintah
yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai
fasilitator, regulator dan katalisator:

Peran pemerintah sebagai fasilitator

Menurut peraturan daerah Kabupaten
Jeneponto Nomor 4 Tahun 2022 pada pasal 11
tentang pemberdayaan industri kecil dan
industri  menengah Pemerintah daerah
memiliki peran sebagai fasilitator vyaitu
Pemerintah Daerah memberikan fasilitas
kepada Koperasi dan Usaha Kecil serta
menigkatkan kerja sama dan kemitraan dalam
berbagai bentuk bidang usaha. Pemberdayaan
merupakan sebuah upaya yang dilakukan
Pemerintah Daerah/Pemerintah
Kabupaten/Kota, dunia usaha, dan
Masyarakat secara bersinergi dalam bentuk
penumbuhan iklim dan Pengembangan usaha
terhadap koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) sehingga mampu tumbuh
dan berkembang menjadi wusaha vyang
tangguh, sehat, mandiri dan memfasilitasi
UMKM untuk mencapai tujuan
pengembangan usaha yang dimiliki oleh
UMKM.

Pendampingan dan pelatihan merupakan
aspek penting dalam pengembangan Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di

Indonesia. UMKM  merupakan tulang
punggung ekonomi negara ini, menyumbang
sebagian  besar lapangan kerja dan

memainkan peran vital dalam pertumbuhan
ekonomi. Namun, sebagian besar UMKM
masih menghadapi berbagai kendala, seperti
keterbatasan akses modal, kurangnya
pengetahuan bisnis, dan tantangan dalam
menghadapi persaingan. Oleh karena itu,
pelatihan dan pendampingan menjadi kunci
untuk meningkatkan keterampilan dan
kapabilitas UMKM agar dapat bersaing secara
efektif dalam pasar yang semakin kompetitif.
Pemerintah daerah dapat berperan sebagai
fasilitator dengan cara  mempercepat
pembangunan melalui perbaikan lingkungan
attitudinal (perilaku atau budaya masyarakat)
di daerahnya. Hal ini perlu dilakukan untuk
mempercepat proses pembangunan dan
prosedur perencanaan, serta pengaturan
penetapan tata ruang daerah (zioning) yang
lebih baik.

Peran fasilitator tidak saja hanya
penyediaan atau perbaikan lingkungan, tetapi
pemerintah daerah harus membantu dunia

usaha dalam memberikan kemudahan
perijinan bagi investor yang tertarik untuk
menanamkan modalnya juga mencegah
kelestarian lingkungan alam sekitarnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan
peneliti, maka peneliti menaarik kesimpulan
bahwa pemerintah kurang berperan dengan
baik dalam melakukan pembinaan kepada
pelaku usaha Food Court. Pemerintah hanya
memberikan pelatihan dan bantuan lainnya
hanya kepada para pelaku usaha UMKM yang
lain seperti contohnya UMKM jenis bengkel.
Pemerintah daerah kurang memperhatikan
pelaku usaha jenis Food Court tetapi
pemerintah bisa memberikan bantuan sebuah
lahan sebagai tempat untuk para pelaku usaha
menjual belikan barang dagangannya yang
dimana itu dirasa kurang karena tanpa adanya
pembinaan seperti pelatihan pemasaran,
bantuan akses keuangan, pendampingan
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pengelolaan usaha, Itu bisa membuat para
pelaku usaha tidak bertahan lama dan dengan
adanya pembinaan seperti itu bisa membantu
para pelaku usaha Food Court untuk
mengaplikasikan teknologi dengan
memasarkan produknya secara online melalui
media sosial agar produk dari para pelaku
usaha bisa dikenal lebih luas baik dari
masyarakat yang ada di Jeneponto hingga
yang ada di luar daerah sehingga membuat
pembangunan ekonomi Jeneponto
meningkat.

Dari pernyataan pemilik salah satu counter
peneliti berpendapat bahwa untuk bantuan
sarana dan prasarana serta permodalan
maupun pelatihan pemasaran tidak ada sama
sekali upaya bantuan yang diberikan oleh
pemerintah daerah. Untuk bisa mandiri dalam
melanjutkan dan meningkatkan usaha, UMKM
memerlukan pendampingan dalam hal
manajemen usahanya. Pemerintah bisa
mengambil kebijakan dengan mengundang
perguruan tinggi, korporasi atau organisasi
lain baik dalam atau luar negeri untuk
memberi bantuan dalam bentuk
pendampingan usaha. Dalam bidang pelatihan
ini, pelaku usaha UMKM Food Court diarahkan
pada proses produksi yang lebih professional.
Memanfaatkan sumberdaya dengan kualitas
tinggi agar fokus pemasaran dan produksi
dapat tercapai dengan mudah. Peningkatan
skill sumber daya manusia yang dilakukan
pada pelatihan ini bertujuan agar fokus
produksi dan penjualan berjalan konsisten
terhadap produk yang dihasilkan. Pelatihan
melibatkan segenap sumber daya manusia
untuk mendapatkan pengetahuan dan
keterampilan pembelajaran sehingga mereka
akan segera dapat menggunakannya dalam
pengembangan usaha mereka. Pada dasarnya,
pelatihan  diperlukan karena  adanya
kesenjangan antara keterampilan yang
dibutuhkan dengan keterampilan yang dimiliki
sekarang.

Dari pernyataan pemilik salah satu counter
yang lain, peneliti berpendapat bahwa Modal
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merupakan salah satu faktor utama dalam
menggerakkan kegiatan bisnis, Tidak dapat
disangkal bahwa masalah pendanaan atau
permodalan inilah yang kendala dalam
menjalankan  aktivitas  bisnis  Sehingga
menurut mereka, jika permodalan tersedia
sudah tentu banyak anggota masyarakat akan
masuk menjadi wirausaha. Secara nasional
jumlah permodalan untuk usaha mikro, kecil
dan menengah termasuk besar jumlahnya,
namun jika dibandingkan jumlah pengusaha
yang memerlukan modal kerja, maka jumlah
dana tersebut masih jauh dari cukup.
Khususnya modal atau pendanaan untuk
usaha mikro, kecil dan menengah yang
disediakan oleh pemerintah Kabupaten
Jeneponto masih sangat terbatas jumlahnya,
sehingga dilihat dari aspek permodalan
ternyata kurang mendukung pengembangan
usaha UMKM Food Court di daerah ini. Modal
memainkan peranan penting dalam produksi,
karena produksi tanpa modal akan menjadi
sulit dikerjakan. Jika orang tidak menggunakan
alat dan mesin, maka produktivitas akan

rendah. Demikian manusia senantiasa
menggunakan peralatan dalam kerja produktif
mereka. Dengan tumbuhnya ilmu dan

teknologi maka, manusia pun menemukan
mesin-mesin  untuk membantunya dalam
semua bidang produksi. Modal menempati
posisi penting dalam pembangunan ekonomi
maupun dalam penciptaan lapangan kerja.
Selain meningkatkan produksi, employment
juga akan meningkat jika barang-barang
modal seperti bangunan dan mesin diproduksi
dan digunakan untukproses produksi lebih
lanjut.

Peran pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator
adalah pembuat kebijakan-kebijakan yang
berhubungan dengan pembinaan dan
pengembangan UMKM, dimana kebijakan
tersebut dimaksudkan untuk mempermudah
usaha UMKM agar mampu tumbuh dan
berkembang dengan mudah dan cepat. Dalam
fungsi regulator ini, pembagian wewenang di
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bagi menjadi dua yaitu: wewenang
pemerintah pusat dan wewenang pemerintah
daerah. Keduanya memiliki wewenangnya
sendiri-sendiri untuk mengatur masyarakat
yang ada di daerahnya masing-masing. Peran
pemerintah  sebagai Regulator adalah
menyiapkan arah untuk menyeimbangkan

penyelenggaraan  pembangunan  melalui
penerbitan  peraturan-peraturan sebagai
regulator. Pemerintah memberikan acuan

dasar kepada masyarakat sebagai instrumen
untuk mengatur segala menurut kegiatan
pelaksanaan pemberdayaan. Pembuatan
kebijakan untuk kegiatan usaha Mikro
memang sangat diperlukan, mengingat bahwa
suatu usaha apapun jenis dan tipenya harus
memiliki landasan kerja berupa kebijakan.
Karena itu khususnya mengenai usaha mikro
di Kabupaten Jeneponto pemerintah daerah
hal ini Dinas Koperasi dan UMKM telah
melahirkan produk kebijakan untuk menjadi
landasan dan pedoman dalam
mengembangkan usaha mikro di daerah ini.
Salah satu kebijakan yang dibuat
pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan,
Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi
dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“PP
No.7 Tahun 2021”). Hadirnya PP No.7 Tahun
2021 merupakan kerja nyata dari pemerintah.
Hasil wawancara yang telah dikuatkan dan
dengan dikuatkan oleh pandangan (Ndraha,
2001, 2013) bahwa pemerintah mempunyai
peran sebagai regulator dari berbagai
program. Dan berdasarkan wawancara
dengan pelaku usaha Food Court goedang
kapas, serta penguatan pandangan dari ahli
terkait hal tersebut maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa pemerintah daerah tidak
cukup berperan sebagai regulator sehingga
para pelaku usaha merasa kurang
diperhatikan dan belum memiliki tempat
untuk berkonsultasi dengan adanya kebijakan-
kebijakan pemerintah yang membantu para
pelaku usaha Food Court untuk memajukan
usahanya. Padahal dengan adanya komunikasi

yang baik antara pemerintah daerah dengan
pelaku usaha bisa membantu
mengembangkan usaha mereka. Adanya
Regulasi baik berupa undang-undang dan
peraturan pemerintah yang berkaitan dengan
UMKM dari sisi produksi dan sisi perbankan,
akan memacu peranan UMKM dalam
perekonomian.

Seperti yang diungkapkan oleh George. J.
Stigler dalam (Harefa, 2016) bahwa fungsi
utama dari regulasi adalah untuk melindungi
dan memberikan manfaat masayarakat atau
kelompok tertentu. Manfaat dari regulasi
tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari
sisi pemerintah sebagai pembuat regulasi dan
dari sisi pengusaha sebagai obyek perizinan.
Salah satu aspek penting untuk memajukan
sektor UMKM adalah legalitas usaha dengan
diberikannya perizinan. Perizinan sangat
penting bagi UMKM karena memberikan
dampak positif untuk pelaku UMKM. UMKM
perlu  mendapatkan pemberdayaan dan
perlindungan dalam diberikannya kemudahan
perizinan untuk menghadapi keterbukaan
pasar global sehingga UMKM mendapatkan
penguatan kapasitas sumber daya manusia,
modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha
yang kondusif. Izin adalah suatu keputusan
administrasi negara yang memperkenankan
sebuah perbuatan yang sebelumnya dilarang
dilakukan tetapi diperbolehkan dan bersifat
konkret (Suhayati, 2016). Dengan
diberikannya izin maka dapat memberikan
kontribusi positif terhadap efektifitas ekonomi
terutama dalam mencari pendapatan asli
daerah, pendapatan untuk negara, dan
mendorong laju investasi. lzin yang
dikeluarkan oleh pemerintah memiliki tujuan
yaitu menciptakan kondisi yang aman dan
tertib agar dalam kegiatannya sesuai dengan
apa yang diperuntukkan (Suhayati, 2016). Bagi
pemerintah, perizinan diperlukan untuk
menjaga ketertiban umum dan memberikan
perlindungan kepada masyarakat secara luas.
Bagi pengusaha, perizinan seharusnya
memberi manfaat sosial dan ekonomi.
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Sehingga paling tidak, ada dua tujuan; yaitu
untuk tujuan administratif dan pengaturan;
serta tujuan yang berkaitan dengan
pembinaan. Kebijakan yang sangat diperlukan
oleh pengusaha mikro agar mudah melakukan
investasi adalah dengan mengatur dan
menetapkan suku Bungan pinjaman modal
usaha maupun pembuatan kebijakan tentang
aturan-aturan persaingan usaha. Pembuatan
kebijakan yang terkait dengan UMKM adalah
menjadi domain dan tanggung jawab
pemerintah.

Dari wawancara yang dilakukan peneliti
dengan dinas terkait maka peneliti
berpendapat bahwa pemerintah sudah cukup
berperan dengan baik untuk memberikan
surat izin usaha kepada pelaku usaha yang ada
di goedang kapas, tetapi memang dari pihak
pengelola goedang kapas kurang merespon,
sehingga tidak terjadinya komunikasi yang
baik antara pemerintah dengan pengelola
goedang kapas dan para pelaku usaha yang
ada di goedang kapas. Padahal izin usaha itu
sangat penting bagi pelaku UMKM. Karena
menurut Pasal 37 PP No.7 Tahun 2021
mengatakan UMKM harus memiliki perizinan.
Pasal 38 menjelaskan untuk mengurus
perizinan usaha dilakukan dengan sistem yang
terintegrasi berbasis elektronik yang dikelola
lembaga terkait. Dan pemerintah diwajibkan
memudahkan perizinan usaha dengan
melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi
pelaku UMKM. Program vyang berbasis
elektronik diharapkan mampu meningkatkan
kecepatan layanan Pemerintah mendorong
terciptanya pola baru penerapan teknologi
informasi. lzin usaha merupakan suatu bentuk
dokumen resmi dari instansi berwenang, yang
menyatakan sah/dibolehkannya seseorang
atau badan untuk melakukan suatu usaha atau
kegiatan tertentu. Jadi, begitu pentingnya
“izin usaha” tersebut dalam konteks berusaha,
khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM), sehingga mereka dapat
terlindungi, adanya kepastian dalam berusaha
dan menikmati kenyamanan serta keamanan
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yang patut mereka peroleh, agar dapat
berkontribusi secara lebih nyata di dalam
peningkatan nilai tambah produksi,
penyediaan barang dan jasa kebutuhan
masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan
diseminasi penumbuhan kewirausahaan.
Legalitas formal suatu badan wusaha
merupakan suatu keharusan yang dimiliki oleh
tiap-tiap pemilik usaha. Legalitas tersebut
menandakan suatu badan usaha telah
mendapat pengakuan yang sah secara hukum
dan resmi untuk dioperasikan. Adanya
pengakuan yang sah terhadap suatu bentuk
usaha dapat mempermudah dalam
mengakses permodalan; serta Kemudahan
menjalin kerjasama dengan pihak lain juga
dapat dirasakan ketika suatu bentuk usaha
telah memiliki izin usaha resmi secara hukum.
Selain itu, setiap warga negara memiliki
kewajiban untuk membayar pajak, terlebih
lagi bagi pelaku usaha yang akan dikenakan
pajak sesuai dengan bentuk dari legalitas
usaha yang dimilikinya. Adaya izin usaha
tersebut  juga membantu perolehan
pendapatan daerah melalui kontribusi yang
diberikan oleh setiap pelaku usaha dalam
membayar pajak untuk kepentingan badan
usahanya. (Tambunan, 2010).

Dari wawancara yang dilakukan peneliti
menyimpulkan bahwa dalam pembuatan
kebijakan tentang pemberdayaan UMKM
sudah ada hanya saja perlu dibuatkan aturan
yang jelas terkait pemberdayaan UMKM jenis
Food Court agar para pelaku usaha merasa
diperhatikan oleh pemerintah. Hal tersebut
sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh
Arif (dalam Nurdin, 2014) yang mengatakan
bahwa Peran pemerintah sebagai Regulator,
yaitu pemerintah menyiapkan arah untuk
menyeimbangkan penyelenggraan
pembangunan  (menerbitkan  peraturan-
peraturan dalam rangka efektivitas dan tertib
administrasi  pembangunan). Selain itu,
sebagai regulator, pemerintah memberikan
acuan dasar kepada masyarakat sebagai
instrumen untuk mengatur segala kegiatan
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pelaksanaan pemberdayaan pelaku usaha
khususnya yang ada di Food Court Goedang
kapas.

Peran pemerintah sebagai katalisator

Peran pemerintah sebagai kalatisator
pengembangan UMKM adalah mempercepat
proses berkembangnya UMKM menjadi Fast
Moving Enterprise, yaitu UMKM yang telah
memiliki jiwa kewirausahaan dan akan
melakukan transformasi menjadi usaha besar.
Seperti halnya sebuah katalis pemerintah
terkadang ikut terlibat dalam dalam proses
tersebut, namun tidak terlibat dalam
mengatur  proses  keseluruhan  proses
perubahannya. Keterlibatan pemerintah
dalam keseluruhan proses tidak boleh
dilakukan  karena  keterlibatan  peran
pemerintah terlalu banyak dalam kegiatan
perekonomian akan menyebabkan
perekonomian menjadi tidak efisien lagi sebab
pasar tidak dapat bergerak secara alami.
Peran pemerintah sebagai katalisator lebih
cenderung kepada penyampaian informasi
secara komprehensif mengenai  suatu
persoalan yang menjadi perhatian baik
pemerintah maupun masyarakat.

Dari wawancara yang dilakukan peneliti,
peneliti  mengambil kesimpulan bahwa
pemerintah belum bereperan cukup baik
dalam melakukan pendataan, menyampaikan
informasi atau memberikan arahan kepada
pelaku usaha Food Court yang ada di Goedang

kapas sehingga para pelaku usaha
mendapatkan bantuan dalam pengembangan
usahanya itu tidak ada. Tetapi memang
masalah UMKM, bukan hanya masalah

pemerintah tetapi juga masalah masyarakat.
Harusnya kedua komponen bangsa ini
diperlukan keterlibatannya agar masalah ini
dapat diselesaikan lebih cepat, lebih mudah
dan lebih murah. Masyarakat membutuhkan
informasi mengenai berbagai aspek dalam

kaitannya dengan UMKM, sementara
pemerintah memiliki kompetensi yang
memadai, baik mengenai teori maupun

praktek dalam pengelolaan UMKM. Karena

itu, selaku pemerintah yang bertanggung
jawab atas kesejahteraan masyarakat, maka
dengan sendirinya pemerintah
berkepentingan menjadi katalisator yang
efektif dan efisien.

Dari wawancara diatas dapat diketahui
bahwa peran pemerintah sebagai katalisator
yaitu dalam merespon berbagai keluhan
pelaku usaha Food Court termasuk kurang
baik, karena tidak adanya komunikasi antara
pemerintah dan pengelola serta para pelaku
usaha yang ada di Goedang kapas membuat
tidak berlangsungnya peran pemerintah
sebagai katalisator. Padahal dengan adanya
kerja sama pemerintah daerah dengan
pengelola serta para pelaku usaha bisa
membuat para pelaku usaha yang ada di
Goedang kapas dapat meningkat. Pemerintah
juga kurang inisiatif karena tidak melakukan
tindakan dengan cara turun langsung ke
lapangan dalam memperhatikan para pelaku
usaha, begitu juga dengan pendampingan
yang dilakukan masih sangat kurang, apalagi
dalam mengembangkan sistem pemasaran
masih sangat kurang. Hal ini karena tidak
adanya pelibatan antara  pemerintah,
masyarakat dan swasta dalam mengelola
UMKM, khususnya tentang Food Court yang
ada di Goedang kapas.

Artinya adalah bahwa peranan baru bagi
pemerintah  hendaknya lebih diarahkan
sebagai pengatur dan pengendali daripada
sebagai pelaksana langsung suatu urusan dan
pemberi layanan (steering rather than
rowing). Secara implisit hal ini mengandung
pemikiran bahwa pemerintah lebih banyak
memberikan peran dan tanggungjawab
kepada swasta dan masyarakat untuk
menyelenggarakan urusannya, baik melalui
privatisasi, lisensi, konsesi, kerjasama
operasional, dan sebagainya. Dengan kata
lain, pemerintah lebih banyak merangkul
masyarakat dan swasta untuk bersama-sama
memikul suatu tanggungjawab atau urusan
(Murtir Jeddawi, 2008).
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Dari wawancara diatas peneliti mengambil
kesimpulan bahwa Peran Pemerintah sebagai
Katalisator yaitu dengan dihadirkannya
program pengurusan HAKI (Hak Kekayaan
Intelektual) itu kurang baik. Padahal dengan
dilakukannya pendaftaran hak merek dagang
bagi seluruh pelaku UMKM yang ada di
Kabupaten Jeneponto khususnya pelaku
usaha yang ada di Food Court Goedang kapas
secara gratis itu diperlukan. Bagi suatu badan
usaha hak atas Kekayaan Intelektual amat
penting sebagai perlindungan terhadap
pemalsuan ataupun penyalahgunaan karya
intelektual oleh suatu usaha seperti hak
paten, merek dan lain sebagainya, suatu
produk merupakan aset penting bagi suatu
usaha termasuk UMKM, Hak kekayaan
intelektual merupakan hal yang sangat
penting dan esensial untuk dijaga dan
ditegakkan, apalagi bila terkait dengan
industri kreatif, salah satunya adalah industri
kuliner. Melalui jaminan perlindungan hak
kekayaan intelektual yang kuat, para pelaku
usaha bisa lebih mampu untuk menikmati
manfaat finansial dari karya dan inovasi yang
mereka buat.

Merek atau brand merupakan kekayaan
intelektual yang paling umum yang digunakan
oleh berbagai sektor usaha, termasuk juga
tetunya adalah sektor kuliner. Merek ini
digunakan untuk membedakan berbagai
produk yang dijual oleh para produsen di
pasar, misalnya seperti produk ayam gorang A
dan ayam goreng B. Rahasia dagang sendiri
didefinisikan sebagai kekayaan intelektual
yang berbentuk informasi eksklusif yang
memiliki  nilai ekonomis vyang tidak
diungkapkan kepada publik dan tidak
diketahui secara umum. Tetapi sayangnya,
penegakan hukum wuntuk melindungi hak
kekayaan intelektual pada aspek tersebut
masih  memiliki banyak kelemahan di
Indonesia. Misalnya, kita bisa melihat dengan
mudah berbagai rumah makan dan juga
desain-desain produk yang menyerupai desain
dan brand yang dimiliki oleh badan usaha lain

JENEPONTO (Abdul Malik Habir)

yang lebih ternama. Hal ini tentu
merupakan sesuatu yang tidak bisa
dibenarkan, karena merupakan bentuk
pencurian ide, yang tentunya berpotensi akan
sangat merugikan perusahaan yang memiliki
hak kekayaan intelektual tersebut. Bila kita
dapat memiliki perlindungan hak kekayaan
intelektual yang kuat, khususnya untuk
industri kuliner di Jeneponto, maka hal
tersebut akan semakin mendorong insentif
untuk berinovasi, karena mereka bisa
mendapatkan jaminan untuk mendapatkan
manfaat ekonomi dari inovasi yang dibuatnya.
Hal ini merupakan sesuatu yang sangat
penting untuk dilindungi mengingat bahwa
dibutuhkan yang keras dan kreativitas yang
tidak mudah untuk para pelaku usaha tersebut
untuk bisa menemukan resep yang dapat
digandrungi oleh para konsumen. Maka dari
itu HAKI perlu sekali dilakukan oleh para
pelaku UMKM mengingat pemegang hak
memiliki kepastian hukum sehingga
pemegang hak dapat melakukan upaya hukum
bila mana terjadi suatu peniruan oleh pihak
lain tanpa izin.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

Secara umum, pengertian usaha mikro,
kecil, dan menengah (UMKM) adalah usaha
yang menghasilkan barang dan jasa dari bahan
baku primer, dengan memanfaatkan sumber
daya alam, bakat, dan kesenian tradisional
daerah. Food Court merupakan sarana tempat
untuk membeli makanan dan minuman yang
terdiri dari berbagai kedai-kedai atau counter
yang menawarkan jenis kuliner yang
bervariasi. Istilah Food Court dalam bahasa
Indonesia disebut pujasera alias Pusat Jajanan
Serba Ada, Pembangunan ekonomi juga dapat
diartikan sebagai pembangunan kemakmuran

ekonomi  negara atau daerah guna
kesejahteraan penduduknya. Peran
pemerintah daerah kabupaten jeneponto
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dalam pemberdayaan UMKM fasilitator, dan
sebagai katalisator.
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